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BERlTA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

TAHUN2012

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 21 TAHUN2012

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2013

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA,

BUPATI MAJALENGKA,

MenimbaDfi{ :

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah
Kabupaten Majalengka Nomor 17 Tahun 2012 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun
Anggaran 2013, maka perlu menyusun Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Maja1en~kaTabun An~aran 2013;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah~Daerah - Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

2.Undang-Undang 2
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2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara
Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Re:publik Indonesia Nomor 4999l;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
68, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

4. Undang-Un dang Nomor 19 Tabun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengari" Surat Paksa (Lembaran Negara RepubliK Indonesia Tahun
1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembar-an Negam Republik Indonesia Tahun 199-9-NomoF- 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindal<:Pidana Keropsi (Lembar-anNegar-aRepublik Inacmesia Tabun
1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tabun 2001 tentang Perubaban Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
134, Tambaban Lembaran NelJaraRepublik Indonesia Nomor 4150);

7.Undang-Undang 3
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7. Undang-Undang NomoI' 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 NomoI' 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomoI'4286);

8. Undang-Undang NomoI' 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NomoI'5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomoI'4355);

9. Undang-Undang NomoI' 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NomoI' 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia NomoI'4400);

10.Undang-Undang NomoI'25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 NomoI' 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia NomoI'4421J;

11.Undang-Undang NomoI' 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NomoI'
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomoI'4437)
Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang NomoI' 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang NomoI' 32 Tahun 2004 ten tang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 NomoI'
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomoI'4844);

12.Undang-Undang NomoI' 33 Tabun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NomoI' 126,
Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13.Undang-Undang NomoI' 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 NomoI' 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia NomoI'5043);

14.Undang-Undang Nomer 28 Tabun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
NomoI' 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomoI'
5.049);

15.Undang-Undang .4
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15.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1977 Nomor 11),Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3098), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang
Perubahan Keempat Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20"12 Nom'or 195, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

17.Peraturan Pe.rm~rintah NomQr 109 TabUn 2QQQ teIlmng Kedudu.ka.r1
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Ne~ara Republik Indonesia Nomor 4028);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
.R~at Paemh (km~ara.q Negwa .Repu~lik lnqcmesia 'fahUI1 2QQ4
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 200'7 Nomor 4'7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712);

19.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

20.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tabun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

21.Peraturan Pemerintah 5
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21.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

22.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
K<mangan Da~rah (Lembar-an N~gaFa R~publik IndGn~sia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

23.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia NOJTIor45,85);

24.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

25.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

26.Peraturan Pemerlntah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4855);

27.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kin~r:ia Instansi PemeFintah (Lembar-an Negar-a
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

28.Peraturan Pemerintah 6
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28.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

29.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah KabupatenjKota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20.0.7 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

30.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
liang NegarajDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4738);

31.Peraturan Pemerintah Nomor 4.1 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741};

32.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia
T$u,n 2QQ~ N<?m<?r2Q, Ta.m1.?W1~~m1:?8!~ N<:g8!a.R<:pu,1.?lik
Indonesia Nomor 4816);

33.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
K~l]@g@ K~Q~4~ P~$i P<!!!tik(k!!!q~&1 N<;gfJI'? R<;Ql,lq!i.k
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

34.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

35.Peraturan Pemerintah 7
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35.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pe1aksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan
Gubemur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2Q 1Q tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta
Kedudukan Keuangan Gubemur sebagai Wakil Pemerintah di
Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4209); . . .

36.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5161);

37.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5219);

38.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

39.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

40.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/ Jasa Milik Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

~~H.Peraturan Menteri 8
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41.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 'rahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

42.Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 16 Tahun 2007 tentang Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

43.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang MilikDaerah;

44.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan
Pertanggung Jawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional
Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan
Komunikasi Intensif dan Dana o.perasional;

45.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD,
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggung Jawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

46.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberlan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
2012 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

47.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

48.Peraturan Menteri 9
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48.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2013;

49.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;

50.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2005
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran' Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2005 Nomor 8 seri E);

51.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan PemerintahanDaerah Kabupaten Majalengka
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);

52.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009
Nomor 2); . .. . .

53.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2009
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten M(3jalengka
Kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kedl dan Menengah Kabupaten
Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009
Nomor 5~;

54.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka
(Lembaran P~~rn.hK~bup~t~n Maja1~ngkaT!'-Wun2009 NpffiPf WI;
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Majalengka Nomor 8 Tabun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Organisasi Perangkat Daenih. Kabupaten Majalengka (Lembaraii
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8);

qq,r~rntumn R~~rnhK~~up~t~nMaj~~n~~ Nqmqf ~7 T@un 20~2
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tabun 2012 Nomor 17).

MEMUTUSKAN 10
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MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN
ANGGARAN2013.

Pasa11

Rp. 125.143.580.351,50
Rp. 1.170.203.133.884,35
Rp. 433.092.402.242,00

Anggaran P-endapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 terdiri
atas:

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asfi Daerah
b. Dana Perimbangan
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Jumlah Pendapatan

2. Belanja

a. Belanja fidak Langsung
1). Belanja Pegawai
2). Belanja Bunga
3). Belanja Subsidi
4). Befanja Hibah'
5). Belanja Bantuan Sosial
6). Belanja Bagi Hasil
7). Belanja BaRtuan Keuangan
8). Befanja Tak Terduga

Rp. 1.045.630.332.143,50
Rp. 0,00
Rp. 0,00
Rp. 21.384.099.250,00
Rp. 300.000.000,00
Rp. 2.876.407.096,00
Rp. 49.072.500.000,00
Rp. 1:000.000.000,00

Rp 1.666.044.196.215,85

Jumlall Belania Tidak langsung Rp 1.120.263.338.490,40

b. Belanja Langsung
1). Belanja Pegawai Rp. 81.236.894.462,00
2). BelaRja Barilng dan Jasa Rp. 225228.330.239,60
3). Belanja Modaf Rp. 339.457.949.311,45

Jumlall Belania langsung Rp 645.923.174.013,05

Jumlah Belanja Rp 1.766.186.512.503,45

Surplus I{Defisit) Rp (37.747.396.025,60)



3. Pembiayaan

1). Penerimaan
2). Pengeluaran

11

Rp.
Rp.

39.247.396.025,60
1.500.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto

P-asal2

Rp 37.747.396.025,60

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ter"Cantumdalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih
lanjut dalam Lam:piranII Peraturan Bupati ini.

Pasa14

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Memuat
uraian dan besaran hibah, subsidi, bantuan sosial, bagi hasil bantuan
keuangan dan dana tidak terduga yang dirinci lebih lanjut dalam
Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal6

Pe1aksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini
dituangkan Iebih Ianjut daIam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7 12
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Pasa17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal28 Desember 2012

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 28 Desellber 2012

SEKRETARIS DAERAH .1
KABUPA~ALENGKA'ff

}f/ ADE RACHMAT ALI
43ERITADAERAHKABUPATENMAJALENGKATAHUN2012 NOMOR 21
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